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Pengantar Direktur Eksekutif Satya Bumi

Dalam beberapa tahun terakhir, pulau-pulau kecil di Indonesia semakin terancam oleh

ekspansi industri tambang nikel. Pulau-pulau seperti Gag dan Kawe di Papua Barat, Gebe, 

Gei, dan Pakal di Maluku Utara, hingga Wawonii di Sulawesi Tenggara, menjadi contoh nyata 

bagaimana pulau-pulau yang rentan secara ekologis dan sosial dikorbankan demi nafsu 

hilirisasi dengan mengatasnamakan transisi energi nasional. Proyek-proyek yang dijalankan 

atas nama "hilirisasi" untuk menunjang ekonomi negara kerap kali justru meninggalkan jejak 

kehancuran ekologis, konflik sosial, dan pelanggaran hak-hak dasar masyarakat lokal.

Pulau Kabaena, yang merupakan bagian dari lanskap pulau-pulau kecil tersebut, telah lama 

menjadi lokasi eksploitasi nikel. Namun, perhatian publik lebih banyak tertuju pada wilayah 

Kabaena yang berada di Kabupaten Bombana. Sementara itu, bagian selatan Kabaena yang 

masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Buton Tengah—yang justru menjadi salah satu 

titik awal masuknya industri tambang sejak 2007—nyaris tak terdengar. Padahal di sinilah 

kerusakan sistemik dan masif mulai terjadi.

Laporan ini merupakan hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh Satya Bumi bersama 

WALHI Sulawesi Tenggara dan LSM Sagori pada Maret 2025. Kami menghadirkan potret utuh 

tentang dampak industri tambang terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, mata 

pencaharian nelayan dan petani, serta hak atas tanah di Kecamatan Talaga Raya. Temuan 

kami menunjukkan bahwa ekspansi tambang nikel tidak hanya merusak bentang alam dan 

ekosistem pesisir, tetapi juga merampas ruang hidup, memperparah konflik agraria, dan 

memperlebar ketimpangan sosial—terutama bagi kelompok rentan seperti suku Bajau

Struktur kepemilikan dan penerima manfaat dari perusahaan-perusahaan tambang ini 

melibatkan aktor-aktor yang tergolong sebagai Politically Exposed Persons (PEPs)—baik yang 

menjabat di lembaga negara, partai politik, maupun perusahaan pelat merah. Tak hanya itu, 

nikel dari wilayah ini menjadi bagian dari menjadi rantai pasok global kendaraan listrik yang 

terhubung dengan merek-merek besar seperti Tesla, Volkswagen, dan BYD. 

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat dalam 

penyusunan laporan ini. Kepada masyarakat Kecamatan Talaga Raya yang telah 

membuka ruang, berbagi cerita, dan mempercayakan pengalamannya untuk kami 

bawa ke ruang publik, kami sampaikan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-

tingginya. Semoga laporan ini menjadi pijakan bersama untuk pemulihan, perlindungan, 

dan perubahan ke arah keadilan yang sesungguhnya.

Andi Muttaqien 

Direktur Eksekutif Satya Bumi
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Glosarium

ABC : Anugrah Barokah Cakrawala

AHB : Anugrah Harisma Barakah

AHU : Administrasi Hukum Umum

AMI : Arga Morini Indah

AMINDO : Arga Morini Indotama

BHRRC : Business & Human Rights Resources Center

BI : Billy Indonesia

BPS : Badan Pusat Statistik

CATL : Contemporary Amperex Technology Co., Limited

CNGR : CNGR Advanced Material Co., Ltd

Deforestasi : Proses pengurangan atau penghilangan hutan secara signifikan, 

yang sering kali terjadi untuk memberi ruang bagi penggunaan 

lahan lain

Erosi : Proses pengikisan dan perpindahan tanah atau bagian-bagian 

tanah dari suatu tempat ke tempat lain

ESDM : Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Free Prior and Informed 

Consent (FPIC)

: Prinsip internasional yang menjamin hak masyarakat untuk 

memberikan atau menolak persetujuan atas proyek yang 

memengaruhi mereka secara bebas, sebelum kegiatan dimulai, 

dan berdasarkan informasi yang utuh

GNI : Gunbuster Nickel Industry

HAM : Hak Asasi Manusia

Hilirisasi : Proses pengolahan bahan mentah menjadi produk dengan nilai 

tambah sebelum diekspor atau didistribusikan ke pasar

High Pressure Acid 

Leach (HPAL)

: Proses pengolahan bijih nikel dari bijih laterit menjadi nikel sulfat 

Hutan Lindung : Kawasan hutan yang ditetapkan untuk melindungi fungsi ekologis 

seperti tata air, pencegahan erosi, dan habitat satwa liar

IMIP : Indonesia Morowali Industrial Park

IPIP : Indonesia Pomalaa Industrial Park

IPPKH : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

International Union for 

Conservation of Nature 

(IUCN) Red List

: Daftar global yang disusun oleh International Union for Conservation 

of Nature (IUCN) untuk menilai tingkat risiko kepunahan spesies 

tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya

Izin Usaha 

Pertambangan (IUP)

: Izin resmi dari pemerintah kepada perusahaan tambang untuk 

melakukan kegiatan eksplorasi atau operasi produksi

IWIP : Indonesia Weda Bay Industrial Park

Jetty : Struktur yang dibangun di tepi laut atau perairan untuk 

memfasilitasi kapal bersandar dan memindahkan barang
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Katoda baterai : Salah satu komponen dalam sel baterai (elektroda positif) yang 

berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi selama proses 

pengisian dan pengeluaran energi

Kawasan Larang Ambil : Wilayah laut yang ditetapkan untuk dilindungi dari aktivitas 

eksploitasi seperti penangkapan ikan atau pengambilan biota laut, 

guna menjaga keanekaragaman hayati

Kompensasi : Imbalan berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada 

seseorang atas kerugian yang dialami

Konsesi : Wilayah yang secara hukum diberikan kepada perusahaan untuk 

dieksploitasi dalam kegiatan pertambangan atau kehutanan 

dalam jangka waktu tertentu

Limonite : Jenis bijih nikel laterit yang mengandung kadar nikel relatif rendah 

biasanya berkisar antara 0,9% - 1,5%

Lithium-ion (Li-ion) : Jenis baterai yang salah satu komponen berbahan baku nikel dan 

banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronik, termasuk 

ponsel, laptop, dan kendaraan listrik

Mixed Hydroxide 

Precipitate (MHP)

: Endapan campuran hidroksida yang dihasilkan dari proses 

pemisahan nikel dan kobalt menggunakan metode HPAL

Mixed Sulfide 

Precipitate (MSP)

: Endapan campuran sulfida yang dihasilkan dari proses pemisahan 

nikel dan kobalt dari larutan yang mengandung sulfida.

Minerba One Data 

Indonesia (MODI)

: Portal data milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

yang menyediakan informasi perizinan tambang secara digital dan 

terbuka.

Minerba One Map 

Indonesia (MOMI)

: Sumber Daya Mineral yang berfungsi sebagai basis data untuk 

semua wilayah pertambangan di Indonesia, menyediakan 

informasi spasial dan data terkait izin usaha pertambangan

Nikel : Logam berwarna putih perak dengan nomor atom 28 dan lambang 

(Ni). Nikel digunakan dalam pembuatan stainless steel dan baterai.

OECD : Organization for Economic Cooperation and Development

OSS : Obsidian Stainless Steel

PBB : Perserikatan Bangsa-bangsa

Politically Exposed 

Person (PEPs)

: Menurut definisi dari Financial Action Task Force (FATF), Orang 

dengan Pengaruh Politik (Politically Exposed Person atau PEP) 

adalah seseorang yang sedang atau pernah dipercayakan untuk 

menjalankan fungsi publik. Fungsi publik ini dapat mencakup posisi 

seperti kepala negara, politisi senior, pejabat tinggi pemerintahan, 

yudikatif, atau militer, eksekutif senior di badan usaha milik 

negara (BUMN), serta pejabat penting di partai politik. Dalam 

rekomendasinya, FATF juga menyarankan agar pengawasan terhadap 

PEP mencakup anggota keluarga dan rekan dekat (close associates).
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Rekan dekat ini dapat meliputi, pasangan di luar pernikahan, 

anggota partai politik atau organisasi masyarakat sipil yang 

memiliki kedekatan, dan rekan bisnis, terutama mereka yang 

memiliki kepemilikan manfaat bersama atau memiliki hubungan 

lain yang signifikan.

Program Pengembangan 

dan Pemberdayaan 

Masyarakat (PPM)

: Program yang wajib disusun dan didanai oleh perusahaan tambang 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah 

operasi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Minerba

Perseroan Terbatas (PT) : Bentuk badan usaha yang memiliki badan hukum yang memiliki 

modal dari saham

Pulau kecil : Pulau dengan luas kurang dari 2.000 km²

Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat

Rantai pasok : Serangkaian proses yang melibatkan pengadaan, produksi, 

distribusi, dan pengiriman barang atau layanan dari pemasok ke 

konsumen

Reklamasi : Kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan 

lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan

Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW)

: Hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan 

kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan 

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif

Satuan Tugas 

Penertiban Kawasan 

Hutan (Satgas PKH)

: Tim lintas lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan 

Perpres No. 5 Tahun 2025 untuk menertibkan aktivitas ilegal di 

dalam kawasan hutan

Sedimentasi : Proses pengendapan material hasil pengikisan dan pelapukan 

oleh air atau     angin pada tempat tertentu

SK : Surat Keputusan

Smelter : Fasilitas industri yang digunakan untuk mengolah bijih mineral 

menjadi logam murni melalui proses peleburan

Suku Bajau : Kelompok etnis yang sebagian besar tinggal di wilayah pesisir dan 

pulau-pulau di Asia Tenggara, terutama di Filipina, Malaysia, dan 

Indonesia. Suku bajau merupakan suku nomaden laut terakhir di 

dunia yang memiliki tradisi hidup bergantung pada laut, dengan 

aktivitas seperti menangkap ikan dan mencari hasil laut

TMS : Tonia Mitra Sejahtera

Tongkang : Kapal datar yang digunakan untuk mengangkut barang, terutama 

di perairan yang dangkal, dan biasanya tidak memiliki mesin 

sendiri, melainkan ditarik atau didorong oleh kapal lain

United Nations 

Permanent Forum on 

Indigenous Issues

: Sebuah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 

dibentuk untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak 

dan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh dunia

VDNI : Virtue Dragon Nickel Industry
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Ringkasan Eksekutif

Pulau Kabaena semakin terancam seiring dengan wacana revisi Rencana Tata Ruang dan

Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam paparan awal revisi tersebut, terindikasi 

adanya perubahan peruntukan kawasan hutan, ekspansi wilayah pertambangan, serta 

penambahan zona industri pengolahan nikel (smelter). Perubahan ini berpotensi memperbesar 

dampak ekologis dan sosial yang selama ini telah terjadi, terutama di Pulau Kabaena yang 

termasuk ke dalam pulau kecil.

Terjadi tiga perusahaan—PT Arga Morini Indah (AMI), PT Arga Morini Indotama (AMINDO), dan 

PT Anugrah Harisma Barakah (AHB)—telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan sosial 

yang serius. Dalam konsesi PT AMI dan PT AMINDO terdapat peringatan deforestasi masing-

masing seluas 506,55 hektar dan 194,51 hektar pada periode 2001 sampai 2024, sebagian 

besar di area dengan topografi curam yang sangat rentan terhadap erosi dan longsor. 

Sedimentasi parah di wilayah pesisir telah memicu pencemaran laut yang menghancurkan 

sumber penghidupan utama masyarakat, terutama nelayan suku Bajau dan petani rumput 

laut. Di empat desa terdampak—Liwulompona, Kokoe, Talaga Besar, dan Wulu—penurunan 

pendapatan masyarakat mencapai 69,4%, disertai keluhan gangguan kesehatan akibat 

paparan limbah dan debu tambang.

Pelanggaran Hukum dan Ekspansi Tambang

Praktik pertambangan oleh perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya merusak lingkungan, 

tetapi juga melanggar sejumlah regulasi nasional. PT AMINDO tercatat membuka jalan tambang 

sejak 2007, tiga tahun sebelum memperoleh Izin Operasi Produksi, yang merupakan pelanggaran 

terhadap Undang-Undang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan dapat 

dikenai sanksi pidana hingga 10 tahun penjara atau denda Rp10 miliar. PT AHB beroperasi di 

dalam kawasan hutan lindung seluas 18,59 hektar tanpa adanya perubahan status kawasan 

hutan, yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan. Ketiga 

perusahaan juga mengabaikan kewajiban reklamasi pascatambang sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 78/2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Di luar pelanggaran 

tersebut, ekspansi konsesi PT AHB ke wilayah Buton Tengah yang terpantau dalam periode 

2024–2025 diprediksi akan memicu konflik baru antara masyarakat dan korporasi.

Ketimpangan Sosial dan Minimnya Partisipasi Publik

Dampak sosial-ekonomi sangat terasa di kalangan komunitas pesisir. Nelayan suku Bajau di 

Desa Kokoe mengalami penurunan hasil tangkapan hingga 80%—dari rata-rata 10 kg menjadi 

hanya 1–2 kg gurita tiap melaut—akibat rusaknya ekosistem laut. Petani rumput laut di Talaga 

Besar mengalami penurunan kualitas panen, dengan harga jual yang anjlok dari Rp30.000/kg 

menjadi hanya Rp3.000/kg. 

Lebih jauh, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat minim. Sekitar 

69,4% masyarakat menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses Free, Prior, and 
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Informed Consent (FPIC), yang seharusnya menjadi prasyarat dalam setiap aktivitas ekstraktif 

berdasarkan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

Konflik Agraria dan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan

Ketidakadilan lainnya tampak jelas dalam konflik lahan. Hampir seluruh petani pemilik 

kebun yang diwawancarai mengaku lahannya telah diserobot oleh perusahaan tanpa proses 

konsultasi atau ganti rugi yang memadai. Dari total kerugian masyarakat senilai Rp14 miliar 

sejak 2007, PT AMI masih menunggak Rp4,6 miliar. Hanya sebagian kecil korban menerima 

ganti rugi, sebagian besar dalam jumlah yang tidak proporsional.

Bahkan ketika warga berupaya menuntut haknya, mereka menghadapi kriminalisasi. Kasus 

Hanasiah, seorang perempuan dari Desa Liwu Lompona, menjadi contoh nyata: ia dijatuhi 

hukuman penjara selama tujuh bulan pada 2010 karena memprotes perampasan lahannya 

oleh perusahaan tambang. Praktik seperti ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum 

terhadap pembela lingkungan dan korban konflik sumber daya.

Keterkaitan dengan Politik Elit dan Rantai Pasok Global

Kedekatan perusahaan tambang dengan elit politik dan aparat negara memperkuat impunitas 

atas pelanggaran yang dilakukan. PT AMI dan AMINDO dikendalikan oleh Kombes Pol (Purn.) 

Achmad Fachruz Zaman dan memiliki hubungan dengan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka. 

Sementara itu, PT AHB terkait dengan pengusaha kontroversial Haji Isam, pemilik Jhonlin 

Group, yang disebut-sebut memiliki koneksi dengan lima menteri dalam Kabinet Indonesia 

Maju.

Lebih jauh lagi, eksploitasi nikel di Kabaena ternyata menjadi bagian penting dari rantai pasok 

global industri kendaraan listrik. Bijih nikel dari tambang-tambang ini dipasok ke smelter milik 

PT VDNI dan kemudian diolah menjadi nickel matte dan nickel sulfate, komponen utama katoda 

baterai kendaraan listrik. Perusahaan seperti CNGR (mitra Tesla) dan Huayou Cobalt (mitra 

Ford) terindikasi menerima bahan baku dari kawasan ini. Meskipun Tesla dalam laporannya di 

tahun 2023 tidak menyebutkan keterlibatan langsung, transparansi jalur pasok masih sangat 

terbatas dan menyisakan pertanyaan serius soal akuntabilitas dan uji tuntas (due diligence) 

dalam rantai pasok mineral.

Rekomendasi Kunci

1. Pemerintah Indonesia: Cabut izin seluruh perusahaan tambang di Kabaena, audit

tumpang tindih lahan, buka partisipasi publik dalam revisi RTRW, dan tinjau Pasal 162 UU

Minerba yang mengkriminalisasi pembela lingkungan.

2. Perusahaan Tambang di Kabaena: Hentikan seluruh kegiatan eksplorasi dan operasi

produksi, lakukan pemulihan lingkungan, pulihkan seluruh hak yang dilanggar, dan

selesaikan ganti rugi lahan.

3. Mitra Global (Tesla, Ford, dll): Tinjau ulang kerjasama dengan perusahaan perusak,

tingkatkan transparansi rantai pasok, dan laksanakan due diligence ketat sesuai panduan

OECD.
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Suatu siang Ramadan yang terik dan tentunya menguji ketabahan bagi siapapun yang

berpuasa, tekad Hanasiah (54) tak pernah surut. Hari itu, ia mengayuh perahu kecilnya 

untuk menyeberang sejauh 3-4 km dari Pulau Talaga Kecil ke Pulau Talaga Besar—anak Pulau 

Kabaena bagian selatan yang secara administratif masuk Kabupaten Buton Tengah. Bukan 

karena pilihan, melainkan karena terpaksa. Ladang tempatnya dulu menanam harapan telah 

lenyap, dibeli paksa oleh perusahaan tambang nikel PT Arga Morini Indah (AMI). Sejak itu, ia 

kehilangan sumber penghidupan yang selama ini ia andalkan. Kini, laut dan keringat menjadi 

satu-satunya jalan untuk bertahan.

Gambar 1. Hanasiah (54), perempuan suku Buton yang merupakan pejuang lingkungan hidup dari Desa Liwulompona, 

Pulau Talaga Kecil. Sumber: Dokumentasi Satya Bumi (2025) 

Sejak tambang masuk ke Pulau Kabaena pada 2007, ladang-ladang mereka perlahan hilang, 

diambil alih oleh PT AMI. Hanasiah bahkan pernah merasakan dinginnya lantai penjara selama 

tujuh bulan pada  2010. Bukan karena kejahatan, tapi lantaran membela hak atas tanah dan 

menuntut keadilan dalam bentuk ganti rugi. 

“Saya dituduh memotong tali tongkang milik perusahaan. Saat itu, anak saya masih berumur 

enam bulan, masih menyusu dan belum putus tali pusar. Ganti rugi katanya mau dibayar, mulai 

dicicil dari 2012, tapi sempat berhenti lima tahun, dan sampai hari ini pun belum selesai,” ucap 

Hanasiah sambil sesekali menarik nafas panjang.

Cerita Hanasiah siang itu membuat kami terdiam, antara sedih dan marah. Ketidakadilan 

begitu nyata dirasakan oleh warga yang tinggal di sekitar tambang. Tak ada perlindungan 

hukum yang memadai bagi mereka yang berjuang mempertahankan lingkungan hidupnya. 

I. PENDAHULUAN
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Kriminalisasi yang pernah menimpa Hanasiah mengungkapkan pentingnya memperluas 

cakupan data dan narasi hingga keseluruhan pulau Kabaena. Hingga saat ini, cakupan 

data dan narasi yang berkembang masih berfokus  pada wilayah administratif Kabupaten 

Bombana, yang mencakup sekitar 90% dari keseluruhan daratan Pulau Kabaena. Sementara 

itu, wilayah selatan Pulau Kabaena yang termasuk dalam administratif Kabupaten Buton 

Tengah belum banyak mendapat perhatian, padahal kawasan ini merupakan salah satu lokasi 

awal masuknya industri pertambangan nikel di pulau tersebut. Ketimpangan ini berisiko 

menciptakan ketidakseimbangan informasi serta intervensi kebijakan yang tidak menyeluruh.

Kampanye terhadap Pulau Kabaena menjadi semakin mendesak mengingat adanya wacana 

revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam paparan 

awal pemerintah, terlihat adanya indikasi perubahan peruntukan kawasan hutan, perluasan 

wilayah pertambangan di Kabaena, serta penambahan kawasan untuk smelter nikel dan 

industri lainnya. Selain itu, banyak perusahaan tambang nikel di pulau Kabaena yang tetap 

melanjutkan kegiatan operasional tanpa melakukan perbaikan lingkungan, meskipun laporan 

tentang bagaimana pertambangan nikel telah menghancurkan ruang hidup masyarakat 

Kabaena telah dirilis pada Oktober 2024. Salah satu kasus yang paling memprihatinkan 

melibatkan perusahaan PT Timah Investasi Mineral, yang dilaporkan meminta masyarakat 

untuk mengambil lumpur di laut—tindakan yang menyebabkan gatal-gatal parah pada banyak 

warga.1 Tidak hanya itu, pada 17 Maret 2025 lalu, banjir kembali melanda Desa Baliara dan 

merenggut nyawa seorang anak perempuan berusia dua tahun.2 

Gambar 2. Proses pengumpulan lumpur bekas tambang (kiri) dan dampaknya terhadap kesehatan 

masyarakat bajau (kanan) di Baliara. Sumber: Istimewa

Berdasarkan analisis citra satelit terbaru, wilayah Kabaena bagian Buton Tengah menunjukkan 

degradasi lingkungan yang signifikan, termasuk deforestasi, sedimentasi pesisir, dan 

pencemaran sumber air. Untuk itu, perluasan ruang lingkup kampanye menjadi hal yang 

1	 Salman R. “Nasib Warga Kala Tambang Nikel Kuasai Pulau Kabaena,” Mongabay, 21 Februari 2025.  https://mongabay.

co.id/2025/02/12/nasib-warga-kala-tambang-nikel-kuasai-pulau-kabaena. [diakses 3 Mei 2025] 

2	 Kendarikini. “Gegara Air Laut Keruh Diduga Akibat Aktivitas Tambang di Pulau Kabaena, Bayi Ditemukan Meninggal Dunia,” 

Kendarikini.com, 28 Maret 2025. https://kendarikini.com/28/03/2025/gegara-air-laut-keruh-diduga-akibat-aktivitas-tambang-di-

pulau-kabaena-bayi-ditemukan-meninggal-dunia-usai-tercebur. [diakses 3 Mei 2025] 
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mendesak. Kampanye harus mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan ekologis di wilayah 

Kabaena bagian Buton Tengah agar representasi dampak pertambangan di seluruh Pulau 

Kabaena menjadi lebih utuh. 

Laporan ini disusun sebagai kelanjutan dari laporan sebelumnya, dengan fokus utama pada 

pengungkapan dampak pertambangan di wilayah Kabaena bagian Buton Tengah. Melalui 

pendekatan berbasis data, testimoni masyarakat, dan hasil pemantauan lingkungan, laporan 

ini bertujuan untuk memperluas narasi besar mengenai kondisi Pulau Kabaena serta menjadi 

landasan kuat bagi advokasi kebijakan dan dukungan publik yang lebih luas.

Penyusunan laporan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan

menggabungkan studi literatur dan investigasi lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk 

menggambarkan kondisi riil masyarakat dan lingkungan secara komprehensif dan kontekstual.

Studi literatur dilakukan menggunakan dokumen resmi seperti profil perusahaan yang 

terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan 

HAM RI, serta data dari portal terbuka milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia, yaitu Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia 

(MOMI), menjadi rujukan utama dalam memetakan aktor serta wilayah operasi tambang di 

Pulau Kabaena. Selain itu, literatur akademik, laporan dari lembaga swadaya masyarakat, serta 

berita-berita terkini dari media lokal dan nasional turut digunakan untuk menangkap dinamika 

serta narasi publik yang berkembang terkait isu pertambangan di wilayah Kabaena, khususnya 

di bagian selatan pulau yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Buton Tengah.

Investigasi lapangan dilakukan secara langsung di Kecamatan Talaga Raya, wilayah administratif 

Kabupaten Buton Tengah yang merupakan salah satu lokasi awal operasi pertambangan 

nikel di Pulau Kabaena. Empat dari enam desa dipilih sebagai lokasi studi utama, yaitu Liwu 

Lompona, Wulu, Kokoe, dan Talaga Besar. Pendekatan kualitatif diperkuat melalui wawancara 

mendalam dengan berbagai narasumber. 

Pada Maret 2025, sebanyak 62 responden (34 laki-laki dan 28 perempuan) pada rentang usia 

17-72 tahun diwawancarai dalam kegiatan ini. Warga terdampak, terutama petani, nelayan, 

perempuan kepala keluarga, dan generasi muda, menjadi kelompok utama yang diwawancarai. 

Tidak hanya itu, wawancara juga dilakukan dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, serta 

tenaga pendidik dan kesehatan setempat untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas 

terkait dampak terhadap layanan publik dan kehidupan sosial.

Seluruh informasi yang dihimpun, baik dalam bentuk catatan lapangan, rekaman audio, 

dokumentasi foto, maupun koordinat lokasi, diolah dan dianalisis secara tematik untuk 

mengidentifikasi pola-pola dampak yang berulang. Dengan pendekatan ini, laporan diharapkan 

mampu menyampaikan gambaran menyeluruh mengenai realitas yang dihadapi masyarakat 

Kabaena Buton Tengah, serta memberikan landasan yang kuat untuk mendorong advokasi 

kebijakan yang lebih adil dan merata.

II. METODOLOGI
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Kondisi Umum Wilayah Kajian

Gambar 3. Peta administrasi desa kajian di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah. 

Sumber: Data Satya Bumi (2025)

Talaga Raya adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, yang 

terdiri dari tujuh desa, yakni Desa Kokoe, Wulu, Talaga I, Talaga II, Talaga Besar, Liwu Lompona, 

dan Pangilia. Wilayah ini mencakup dua pulau utama, Pulau Talaga Kecil dan Pulau Talaga 

Besar, dengan sebagian besar penduduk mendiami kawasan pesisir. Meski Pulau Talaga 

Kecil berpenduduk padat, akses terhadap air bersih masih menjadi kendala karena sumber 

air bersih harus didatangkan dari Pulau Kabaena, tepatnya dari Sumur Wamorapa dan Oe 

Kalembungu yang berada di Desa Wulu3. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada 

empat desa utama. Desa Liwu Lompona, yang berada di Pulau Talaga Kecil, mayoritas 

berasal dari suku Buton, dengan mata pencaharian utama sebagai petani, nelayan, dan petani 

rumput laut. Kebun masyarakat di desa ini berada di Pulau Kabaena dan berdekatan dengan 

konsesi perusahaan tambang PT AMI dan PT AMINDO. Sementara itu, Desa Talaga Besar di 

Pulau Talaga Besar juga didominasi suku Buton yang menggantungkan hidup dari budidaya 

rumput laut, dan kebutuhan air bersihnya dipasok dari Pulau Kabaena melalui pipa bawah 

laut. Desa Kokoe, terletak di bagian selatan daratan Pulau Kabaena, mayoritas dari suku 

Bajau yang bekerja sebagai nelayan dan petani rumput laut. Terakhir, Desa Wulu terletak 

di tenggara Pulau Kabaena, dengan mata pencaharian beragam seperti nelayan, pedagang, 

guru, petani, hingga pekerja tambang, dan memiliki sumber mata air sendiri yang berdekatan 

dengan konsesi tambang milik PT AMINDO.

3	 Wikipedia. “Talaga Raya, Buton Tengah,” Wikipedia, 30 Desember 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Talaga_Raya,_Buton_

Tengah. [diakses 5 Juni 2025]





LAPORAN Kabaena Jilid II : Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dari Jejaring Politically Exposed Persons 

17

A.	 Perusahaan Nikel di Kabaena bagian Buton Tengah

Terdapat 3 perusahaan Nikel yang berstatus operasi produksi pada wilayah terfokus: Anugrah 

Harisma Barakah (AHB), Arga Morini Indah (AMI), dan Arga Morini Indotama (AMINDO). Detail 

tiga perusahaan tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Detail data perusahaan nikel di Kabaena Buton Tengah

No Perusahaan
Luas IUP

(Ha)
Masa Berlaku SK Nomor Perizinan

Luas IUP Tumpang Tindih Kawasan Hutan

(Ha)

Hutan 

Lindung

Hutan 

Produksi

Hutan Produksi 

Terbatas

1 PT Anugerah Harisma 

Barakah

2.527 7/26/2010 - 7/25/2030 221/BKPMD-

PTSP/V/2016

19,59 40,92 664,71

2 PT Arga Morini Indah 2.834,96 7/12/2007 - 7/11/2027 219/DPMPTSP IV/

2020

- - 2.131,27

3 PT Arga Morini 

Indotama

1.026 2/18/2101 - 2/18/2030 575/DPMPTSP/X/

2020

- - 816,35

Sumber: MODI dan MOMI ESDM, diolah oleh Satya Bumi (2025)

	 Peringatan Deforestasi

Tim peneliti melakukan pemantauan menggunakan citra satelit untuk melihat peringatan 

terjadinya deforestasi4 sejak perusahaan ini beroperasi. Kami mendeteksi adanya peringatan 

deforestasi pada area konsesi PT AMI seluas 506,55 hektar terhitung sejak tahun 2001-

2024. Aktivitas deforestasi mulai terlihat signifikan pada tahun 2007 dengan luasan 44,35 

hektar, yang diduga sebagai awal dimulainya kegiatan pertambangan oleh PT AMI. Temuan 

ini konsisten dengan keterangan masyarakat dan dokumen SK yang tersedia. Peringatan 

deforestasi terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada 2008 (82,58 

hektar) dan 2011 (88,4 hektar), yang merupakan tahun dengan luasan deforestasi tertinggi. 

Meskipun terdapat jeda aktivitas pada periode 2014–2019,5 peringatan kembali muncul 

dengan luasan yang cukup besar sejak 2020, menunjukkan adanya aktivitas baru atau 

berlanjut.

Berdekatan dengan konsesi PT AMI, wilayah izin pertambangan PT AMINDO berada di dua 

kabupaten, yaitu di Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Bombana. Hasil pemantauan 

citra satelit menunjukkan peringatan deforestasi sejak tahun 2002 sampai 2024 seluas 

194,51 hektar—dimana peringatan ini lebih banyak terjadi di wilayah Buton Tengah dengan 

luasan mencapai 158,9 hektar. Namun, tampaknya peringatan deforestasi ini mulai 

4	 Peringatan terjadinya deforestasi menggunakan Global Analysis and Discovery (GLAD) Alerts yaitu sistem yang digunakan untuk 

memantau deforestasi secara otomatis menggunakan data dari citra satelit landsat (pada resolusi spasial 30 meter atau 0,09 ha) 

yang dikembangkan oleh University of Maryland (UMD). GLAD Alerts menggunakan waktu perekaman ulang setiap 8 hari, dengan 

penekanan pada identifikasi di wilayah tropis dengan cakupan global, dari semua vegetasi kayu yang tingginya lebih dari 5 meter. 

Data kehilangan tutupan pohon GLAD belum membedakan penyebab kehilangan tutupan pohon, yang dapat bervariasi mulai 

dari gangguan alam, kebakaran antropogenik, hingga deforestasi tebang habis. GLAD Alerts terkadang mengalami kendala dalam 

mendeteksi perubahan hutan di daerah yang sering tertutup awan atau kabut, yang menghalangi pengambilan gambar 

5	 Wawancara dilakukan di Desa Kokoe dan Desa Liwu Lompona pada Maret 2025

III. TEMUAN
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terlihat pada tahun 2007 yang mana ini tidak sesuai dengan pernyataan masyarakat 

bahwa eksploitasi PT AMINDO baru berlangsung pada tahun 2018.6 Selain itu, tahun 2011 

tercatat sebagai periode dengan lonjakan peringatan deforestasi yang paling signifikan 

dibandingkan tahun-tahun lainnya. Sementara SK pertambangan untuk PT AMINDO baru 

diterbitkan pada tahun 2010. 

Gambar 4. Peringatan deforestasi di dalam konsesi PT AMI. Sumber: Data Satya Bumi (2025)

Gambar 5. Peringatan deforestasi di dalam konsesi PT AMINDO. Sumber: Data Satya Bumi (2025)

6	 Wawancara dilakukan di Desa Wulu dan Liwulompa pada Maret 2025
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Pemantauan citra satelit menunjukkan bahwa pembukaan hutan untuk jalan hauling PT 

AMINDO dilakukan sejak September 2007. Jalan ini juga kami temui digunakan oleh PT 

AMI. Namun, masa berlaku Surat Keputusan izin usaha PT AMINDO baru dimulai pada 

tahun 2010.7 Artinya, berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU Minerba, aktivitas pembukaan lahan 

ini dilakukan secara melawan hukum dengan ancaman pidana penjara sepuluh tahun dan 

denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).8

Gambar 6. Pembukaan jalan pertama kali terjadi pada tahun 2007 untuk pengangkutan bijih nikel 

di konsesi PT AMINDO. Sumber: Data Satya Bumi (2025)

 Ekspansi Lahan

Kami melakukan estimasi luasan pembukaan lahan9 oleh perusahaan-perusahaan 

tersebut hingga tahun 2025. PT AMI dan PT AMINDO tercatat telah melakukan pembukaan 

lahan secara kumulatif seluas 661,939 hektar, yang sebagian besar terletak di kawasan 

dengan tingkat kemiringan tinggi dan potensi erosi sedang hingga berat. Di Sekitar 

konsesi kedua perusahaan tersebut juga ditemukan kebun jambu mete warga. Banyak 

diantaranya sudah ditinggalkan akibat operasi pertambangan yang membuat lahan tidak 

subur, sehingga pohon tidak lagi produktif.

Berbeda dengan kedua perusahaan sebelumnya, PT AHB belum melakukan aktivitas 

pembukaan lahan secara fisik di wilayah konsesinya yang berada di Kabupaten Buton Tengah. 

Namun perlu diketahui, PT AHB memiliki peringatan deforestasi tertinggi pada konsesinya 

yang berada di wilayah administrasi Bombana pada rentang tahun 2001-2022 seluas 641,29 

hektar.10 Saat ini, terdapat indikasi kuat bahwa PT AHB tengah mempersiapkan pembukaan 

lahan baru di Buton Tengah. Hal ini ditunjukkan melalui aktivitas pengukuran tapak lapangan 

7	 Konsesi yang saat ini dimiliki oleh PT AMINDO sebelumnya dimiliki PT AMI. Pada konsesi yang sama, PT AMI memperoleh izin 

berdasarkan SK Nomor 556 Tahun 2010 yang berlaku sejak 18 Februari 2010 hingga 18 Februari 203

8	 Lihat pasal 36 ayat (2) UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

9	 Estimasi luasan pembukaan lahan dilakukan dengan mengukur luasan bukaan lahan menggunakan peta dasar Planet pada 

perekaman bulan April 2025

10	 Alfalah D, et al. “Bagaimana Demam Nikel Menghancurkan Pulau Kabaena dan Ruang Hidup Suku Bajau?,” Satya Bumi, 20 

Oktober 2024. https://satyabumi.org/demam-nikel-kabaena-bajau. [diakses 12 Mei 2025] 
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serta adanya interaksi dengan masyarakat setempat untuk melakukan pembelian lahan. 

Lebih lanjut, hasil pemantauan citra satelit per April 2025 mengonfirmasi bahwa PT AHB 

telah memulai ekspansi ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Buton Tengah.

Gambar 7. Perbandingan konsesi PT AHB pada bulan April 2024 (kiri) dan April 2025 (kanan). 

Sumber: Data Satya Bumi (2025)

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil pemetaan spasial dan investigasi lapangan yang telah 

kami lakukan, ditemukan bahwa konsesi ketiga perusahaan, memiliki tumpang tindih 

dengan kawasan hutan, termasuk hutan lindung seluas 19,59 hektar pada konsesi PT AHB, 

hutan produksi seluas 40,92 hektar pada konsesi PT AHB, dan hutan produksi terbatas 

seluas 3.612,33 hektar yang berada di konsesi tiga perusahaan. Besar luasan tumpang 

tindih disajikan dalam Tabel 1. 

Gambar 8. Ekspansi perusahaan tambang di Kabaena Buton Tengah. Sumber: Data Satya Bumi (2025)
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 Kepatuhan Hukum di Indonesia

1. Pertambangan nikel di kawasan hutan

Hasil pemantauan citra satelit menunjukkan hanya PT AHB yang memiliki IUP

tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung. Dalam aspek kepatuhan hukum,

aktivitas pertambangan terbuka (open-pit mining) di wilayah kawasan Hutan Lindung

dilarang menurut peraturan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan lindung memiliki fungsi pokok sebagai kawasan

yang ditetapkan untuk melindungi sistem penyangga kehidupan. Fungsi ini mencakup

pengaturan tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan intrusi air

laut, serta pemeliharaan kesuburan tanah.11

Kendati citra satelit belum memperlihatkan pembukaan hutan lindung, aktivitas

PT AHB yang hanya berjarak 200 meter dari kawasan lindung diduga mengganggu

fungsi ekologis kawasan. Perusakan tutupan lahan mengganggu ekosistem, dan hal

ini secara domino berpotensi menyebabkan bencana seperti longsor, banjir bandang,

dan sedimentasi sungai. Kondisi ini jelas mengabaikan prinsip pembangunan

berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan kontribusi ekonomi yang diberikan oleh sektor pertambangan, 

kerugian jangka panjang ekologis dan sosial yang ditimbulkan justru jauh lebih besar

dan bersifat jangka panjang.12 Kami melihat adanya kebutuhan pemerintah untuk

meninjau pertambangan nikel di daerah ini untuk ditertibkan.13

2. Kewajiban reklamasi dan pasca tambang

Hasil temuan pada Gambar 9 menunjukan bahwa ketiga perusahaan belum

menjalankan kewajiban reklamasi sejak dilakukannya kegiatan operasi produksi.

Setidaknya terdapat 4 titik lubang tambang yang tidak aktif menganga terbuka belum

direklamasi. Sedangkan, ketiga perusahaan tersebut hingga saat ini masih terus

melakukan ekspansi bukaan kawasan pertambangan.14 Hal ini bertentangan dengan

ketentuan hukum, bahwa seharusnya perusahaan wajib melaksanakan reklamasi

paling lambat 30 hari setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan

terganggu.15

11	 Lihat UU 41/1999 tentang Kehutanan

12	 Suparno. “Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Penambangan Terbuka dalam Kawasan Hutan Lindung,” Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006. https://bphn.go.id/data/documents/pertambangan_terbuka_dalam_kawasan_hutan_

lindung.pdf. [diakses 6 Juni 2025]

13	 Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan No 5 /2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan sebagai upaya menyelesaikan 

persoalan tata kelola kawasan hutan. Peraturan ini menjadi landasan bagi Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali 

keberadaan perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan yang tidak sesuai peruntukannya, seperti PT AHB yang konsesinya 

tumpang tindih dengan Hutan Lindung, serta PT AMI, PT AMINDO, dan PT AHB yang tidak menerapkan prinsip pertambangan 

yang baik. Sekalipun memiliki potensi arah perbaikan tata kelola kawasan hutan, peraturan ini memiliki catatan kritis. Misalnya 

pelibatan Panglima TNI dan Kapolri sebagai Satuan Tugas Penertiban.

14	 Lihat Gambar 8. Ekspansi Pertambangan di Pulau Kabaena Buton Tengah

15	 Lihat Pasal 21 PP 78/2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
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Gambar 9. Penampakan citra satelit pada tahun 2011 (atas) dan 2025 (bawah) memperlihatkan titik 

pembukaan lahan untuk tambang ketiga Perusahaan yang belum dilakukan reklamasi. 

Sumber: Data Satya Bumi (2025)



LAPORAN Kabaena Jilid II : Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dari Jejaring Politically Exposed Persons 

23

Gambar 10. Konsesi PT AMI (depan) dan AHB (belakang) yang belum dilakukan reklamasi. 

Sumber: Dokumentasi Satya Bumi (2025)

Perusahaan tidak dapat menghindari kewajiban reklamasi pertambangan, sebab 

secara tegas dalam ketentuan hukum pertambangan UU 3/2020 perubahan UU 4/2009  

pertambangan mineral dan batubara, dalam kaidah teknik pertambangan yang baik, 

pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang.16 Jika 

perusahaan tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau pascatambang dipidana 5 tahun 

penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah).17

B. Dampak Kesehatan dan Lingkungan

Kami melakukan wawancara terhadap 62 responden (34 laki-laki dan 28 perempuan) pada 

rentang usia 17-72 tahun, yang berada di empat desa kajian, untuk melihat dampak kesehatan 

dan lingkungan yang terjadi akibat adanya aktivitas pertambangan.

Gambar 11. Diagram hasil wawancara terkait dampak terhadap kesehatan dan lingkungan

16	 Lihat UU 3/2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

17	 Lihat Pasal 161B UU 3/2020 perubahan UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
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Sebanyak 43,5% responden menyatakan mengalami dampak kesehatan, terutama gangguan 

pernapasan dan penyakit kulit. Di Desa Wulu, lokasi pemukiman penduduk yang sangat dekat 

dengan pertambangan yaitu hanya berjarak sekitar 400-600 meter (Gambar 12) mengakibatkan 

tingginya keluhan gangguan pernapasan. Sedangkan di Talaga Besar, perubahan warna air 

laut dan gatal-gatal saat panen rumput laut mengindikasikan adanya pencemaran akibat 

sedimentasi tambang.

Gambar 12. Wilayah pemukiman penduduk di Desa Wulu yang berdekatan dengan konsesi PT AMINDO. 

Sumber: Google Earth

Gambar 13. Aktivitas PT AMINDO yang berada di dekat desa Wulu. Sumber: Dokumentasi Satya Bumi (2025)
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Namun, tingginya angka responden yang menjawab "Tidak Terdampak" atau "Tidak Tahu" (56,5%) 

mengindikasikan bahwa gejala kesehatan belum teridentifikasi secara klinis dan masyarakat 

menganggapnya sebagai hal biasa. Padahal ditemukan bahwa kontak langsung air laut, air 

sungai, dan debu akibat nikel sangat berbahaya terhadap kesehatan, hingga bisa menyebabkan 

penyakit kronis seperti gagal ginjal dan kanker.18 Ini menandakan kurangnya akses pada fasilitas 

pelayanan kesehatan serta tidak adanya pemantauan kesehatan masyarakat secara rutin oleh 

pemerintah atau perusahaan.

Salah satu warga yang terdampak adalah Yayan. Ia merupakan nelayan gurita dari Desa Kokoe. 

Sehari-hari, Yayan harus menyelam ke laut untuk menangkap gurita. Namun, pekerjaan yang 

membawanya bersentuhan langsung dengan air laut kini justru membawa dampak buruk bagi 

kesehatannya. Sejak perairan tercemar, ia mulai mengalami gangguan kulit seperti gatal-gatal, 

yang diduga kuat sebagai akibat kontak terus-menerus dengan air laut yang sudah tidak lagi 

bersih.

“Memang semenjak ada perusahaan tambang ini terasa sekali dampaknya. Saya harus melaut 

lebih jauh untuk mencari gurita, karena dekat sini laut sudah merah. Tadinya hanya perlu 

melaut sejauh 1-2 km, sekarang paling dekat mungkin sekitar 4-5 km dari daratan. Saya 

merasakan gatal-gatal ini di punggung, leher, dan kaki. Sudah diobati tapi hanya pakai salep 

saja,” ujar Yayan. 

Gambar 14. Gatal-gatal di sekitar leher dan kaki yang dialami Yayan (49), nelayan gurita dari Desa Kokoe, akibat terus-

terusan bersentuhan langsung dengan air laut yang sudah tercemar sedimentasi tambang nikel. 

Sumber: Dokumentasi Satya Bumi (2025)

Cerita serupa juga dialami oleh Sumaryanto, seorang petani rumput laut yang tinggal di desa 

Talaga Besar. Dampak pencemaran laut akibat aktivitas tambang tidak hanya dirasakan oleh 

nelayan seperti Yayan, tetapi juga para pembudidaya rumput laut yang bergantung pada 

kualitas perairan. “Dulu saat laut masih biru kami bisa menanam rumput laut jenis Katoni 

yang kualitasnya bagus, bisa tumbuh besar dan halus,” ujar Sumaryanto. Namun kini, setelah 

18	 Ibid, hlm. 19
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laut berubah warna menjadi kemerahan akibat sedimentasi tambang nikel, jenis rumput laut 

itu tak lagi bisa bertahan. Mereka pun terpaksa beralih ke varietas lain yang kualitasnya lebih 

rendah. “Sekarang juga kami harus bersihkan banyak kotoran di rumput laut, tangan jadi gatal 

dan merah-merah,” lanjutnya, menggambarkan betapa perubahan kualitas lingkungan laut 

telah mengubah cara mereka bekerja sekaligus menambah beban kesehatan.

Gambar 15. Potret Sumaryanto (45) sedang memilah hasil rumput laut yang kian hari makin berkurang akibat adanya 

sedimentasi pertambangan nikel. Sumber: Dokumentasi Satya Bumi (2025)

Dalam aspek lingkungan, 98,4% responden mengaku terdampak, menjadikan isu ini sebagai 

yang paling dominan. Keluhan terbanyak meliputi erosi, pencemaran laut, serta rusaknya 

ekosistem pesisir dan laut. Desa Kokoe dan Talaga Besar mencatat tingkat dampak tertinggi 

karena ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam pesisir. 

	 Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati

Pembukaan lahan di wilayah dengan kontur bergelombang dan minim vegetasi penutup 

dapat meningkatkan limpasan permukaan (surface runo�), yang mempercepat proses 

erosi tanah. Material tanah yang tererosi tersebut kemudian terbawa oleh aliran air menuju 

wilayah pesisir, sehingga meningkatkan laju sedimentasi di perairan selatan Pulau Kabaena 

Sedimentasi yang disebabkan oleh pertambangan nikel ini sangat mengancam lingkungan, 

terutama biota laut. Beberapa limbah tambang bahkan berada dalam kawasan larang 






































































